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ABSTRAK 

 

Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 28 Mei 

2020. Dalam putusannya majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan 

mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan 

Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dan Membatalkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-

Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis status 

kewarganegaraan ganda dalam pencalonan bupati ditinjau dari perspektif hukum 

kewarganegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan 

Mahkamah Konstitusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan 

hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa status kewarganegaraan ganda yang 

dimiliki Orient Patriot Riwu Kore bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) UU 

Kewarganegaraan, karena Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan 

ganda. Kewarganegaraan ganda terbatas hanya untuk anak sampai berusia 18 

tahun atau sudah menikah. Akibat hukum status kewarganegaraan ganda yang 

dimiliki Orient adalah yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan.  

 

Kata kunci: kewarganegaraan ganda, negara dan warga negara  

 

 

ABSTRACT 

 

This paper reviews Decision Number 135/PHP.BUP-XIX/2021 dated May 28, 

2020. In its decision, the panel of judges of the Constitutional Court stated that 

they had disqualified Candidate Pair Number 2 (Orient Patriot Riwu Kore and 

Thobias Uly)  from participation in the 2020 Sabu Raijua Regency Regent and 

Deputy Regent Election and Canceling the Sabu Raijua Regency General Election 

Commission Decision Number 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 concerning 

the Determination of the Elected Pairs of Candidates for Regent and Deputy 

Regent. The purpose of this study is to identify and analyze dual citizenship status 

in the nomination of regents in terms of the perspective of citizenship law.  The 

research method used is normative legal research with a legal approach  and a 

case approach in the form of a decision of the Constitutional Court which has 
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permanent legal force. The results obtained in this study are that the dual 

citizenship status of the Orient Patriot Riwu Kore is contrary to Article 6 

paragraph (1) of the Law concerning Citizenship of the Republic of Indonesia, not 

recognizing the existence of dual citizenship in Indonesia. Limited dual citizenship 

status is a dual (two) citizenship status granted to a child until the child reaches 

the age of 18 (eighteen) years  or already married. The legal consequence of 

Orient's dual citizenship status is that the person concerned will lose citizenship. 

 

Keywords: Multiple citizenship, states and citizen 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 28 

Mei 2020. Dalam putusannya majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan 

mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan 

Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dan Membatalkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-

Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.11 

Status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwu Kore 

belakangan menarik perhatian banyak pihak. Sebab Orient di ketahui memiliki 

paspor Amerika Serikat (AS). Namun ia juga tercatat sebagai warga negara 

Indonesia (WNI) dan memiliki dokumen kependudukan seperti paspor dan e-

KTP. Sementara, apabila seorang WNI memiliki kewarganegaraan lain, statusnya 

sebagai WNI akan gugur. PP Nomor 2 Tahun 2007 pasal 31 ayat 1 huruf g, 

demikian juga di Undang-Undang kewarganegaraan di pasal 23 huruf h. 

Sedangkan negara lain seperti Amerika Serikat mengakui dwikewarganegaraan. 

Dalam pasal 23 huruf h Undang-undang kewarganegaraan, salah satu hal 

membuat seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya adalah karena, 

mempunyai paspor atau surat bersifat paspor dari negara asing atau surat sebagai 

tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. 2  

Sementara peraturan paling tinggi kedudukan tentang kewarganegaraan 

Indonesia adalah Undang-undang Nomor 12/2006  dimana pada pasal 23 huruf h 

dikatakan bahwa Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika 

yang bersangkutan mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara 

asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih 

berlaku dari negara lain atas namanya. Terkait alternatif pembatalan keterpilihan 

Riwu Kore sebagai Bupati terpilih Sabu Raijua, ada tiga hal yang dapat 

berkembang dalam penelitian. 3 

 
1 https://nasional.kompas.com/read/2021/02/04/11403181/bupati-sabu-raijua-terpilih-ternyata-wn-

as-ketua-komisi-ii-dpr-kecolongan, diakses 8 Oktober 2021 
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh 
Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4676). 
3 Chelsea Chesy Bernanda. (2020). Pemberian Kewarganegaraan Indonesia terhadap Archandra 

Tahar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia 
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Pertama belum ada dasar hukum bagi kepala daerah, yang sudah ditetapkan 

sebagai pemenang pilkada, kemudian dibatalkan keterpilihannya karena 

pelanggaran saat pendaftaran dan verifikasi berkas bakal calon. 

Kedua apabila keterpilihan Riwu Kore sebagai Bupati Sabu Raijua 

dibatalkan, maka akan muncul pertanyaan terkait institusi yang werwenang 

membatalkan, apabila seorang calon yang sudah di tetapkan kemudian dibatalkan, 

lembaga mana yang berwenang untuk membatalkannya? Apakah Badan 

Pengawas Pemilu, KPU atau Kementrian Dalam Negeri? 

Ketiga dalam kasus pilkada Sabu Raijua itu muncul pembahasan terkait siapa 

yang akan dibatalkan apakah hanya bupati terpilih atau beserta wakil bupati 

terpilih. Lalu kalau ada kemungkinan dibatalkan dan ada lembaga yang 

berwenang membatalkan, siapa yang dibatalkan? apakah salah satu paslon atau 

kedua-keduanya dapat dibatalkan? 

Orient Riwu Kore yang terpilih menjadi Bupati Sabu Raijua di ketahui 

memiliki dua kewarganegaraan, Indonesia dan Amerika Serikat, pada saat dia 

mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Orient maju dalam pilkada 

Kabupaten Sabu Raijua 2020 bersama Thobias Uly sebagai calon bupati dan 

wakil bupati, dengan mendapat dukungan dari partai Demokrat, PDI perjuangan 

dan Partai Gerindra. 

Berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan amar putusan Mahkamah 

Konstitusi, tampaknya terjadi masalah aturan Komisi Pemilihan Umum terkait 

status kewarganegaraan ganda dalam pencalonan bupati ditinjau dari perspektif 

hukum kewarganegaraan. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan 

penelitian ini lebih lanjut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas peneliti dapat merumuskan 

masalahnya, yakni: bagaimana aturan yang digunakan pihak penyelenggara 

pemilu terkait pencalonan bupati terkait status kewarganegaraan ganda dalam 

pencalonan bupati ditinjau dari perspektif hukum kewarganegaraan? 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan 

cara pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Objek Penelitian 

adalah Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021. 

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (Putusan 

Mahkamah Konstitusi) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan 

hasil penelitian). 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Pengaturan Status Kewarganegaraan di Indonesia  

Status kewarganegaraan ditentukan berdasarkan kesepakatan di dalam suatu 

negara. Ketentuan itu menjadi pedoman menentukan status kewarganegaraan. 

Penentuan status kewarganegaraan didasarkan pada kewarganegaraan yang 

diperoleh seseorang. Kewarganegaraan seseorang diperoleh berdasarkan tempat 

kelahiran atau Ius Soli dan kewarganegaraan yang diperoleh berdasarkan 
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hubungan darah atau Ius Sanguinis.  

Perbedaan asas Ius Soli dan Ius Sanguinis mengakibatkan munculnya 

kewarganegaraan ganda. Sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Australia, 

Kanada, Selandia Baru, Swiss, Turki, Jamaika menganut kewarganegaraan ganda. 

Sampai saat ini, setidaknya terdapat 44 negara yang menerapkan 

kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda lahir karena negara-negara itu 

memiliki persyaratan kewarganegaraan berbeda.  

Status kewarganegaraan bagi individu adalah suatu hal yang sangat penting. 

Warga negara merupakan salah satu unsur atau syarat berdirinya negara. Negara 

dan warga negara mempunyai hubungan timbal balik. Individu yang menjadi 

warga negara wajib mematuhi segala ketentuan hukum yang dibuat negara dan 

negara wajib melindungi warga negara di mana pun berada. Namun pada 

kenyataannya, di suatu negara terdapat seorang tidak mempunyai status 

kewarganegaraan atau apatride dan mempunyai lebih dari dua kewarganegaraan 

atau multipatride.4 

Konvensi 1954 mengenai Status Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan 

mendefinisikan orang tanpa kewarganegaraan sebagai orang yang tidak dianggap 

sebagai warga negara oleh negara manapun di bawah yurisdiksi hukum. 

Belakangan ini terjadi peningkatan populasi orang tanpa kewarganegaraan atau 

berpotensi berisiko tanpa kewarganegaraan. Salah satu negara yang mengalami 

peningkatan populasi orang tanpa kewarganegaraan tersebut, yaitu Amerika 

Serikat. Politik hukum kewarganegaraan Indonesia menganut prinsip 

berkewarganegaraan tunggal. Prinsip kewarganegaraan tunggal sudah dianut sejak 

kemerdekaan Negara Republik Indonesia.  

Adapun beberapa peraturan tentang kewarganegaraan di Indonesia antara lain 

sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga 

Negara dan Penduduk Negara; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk 

Negara; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia; 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan 

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia; 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia; serta, 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata 

Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali 

Kewarganegaraan Republik Indonesia.  

Sistem kewarganegaraan tunggal diterapkan untuk mengantisipasi 

kewarganegaraan ganda dan tanpa kewarganegaraan. Prinsip asas 

kewarganegaraan tunggal yang dijelaskan pada penjelasan umum UU No. 12 
 

4 May Lim Charity. (2016). Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora 

Indonesia. Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, 13 (4), hlm. 809-827.  
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Tahun 2006 membuat tidak ada ruang bagi orang berkewarganegaraan ganda dan 

tanpa kewarganegaraan. Negara Indonesia menerapkan prinsip Ius Soli dan Ius 

Sanguinis secara terbatas. Prinsip Ius Soli mendefinisikan semua orang yang lahir 

di Indonesia adalah Warga Negara Indonesia. Sedangkan, prinsip Ius Sanguinis 

mendefinisikan semua orang yang lahir dari keturunan Warga Negara Indonesia di 

luar negeri adalah Warga Negara Indonesia. UU No. 12 Tahun 2006 

mengakomodasi penerapan status kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi 

anak yang lahir dari perkawinan campuran.5 

Pembentuk undang-undang mengatur status kewarganegaraan ganda secara 

terbatas untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari perkawinan 

campuran. Permasalahan itu dapat terjadi selama perkawinan berlangsung ataupun 

setelah berakhirnya perkawinan. Kewarganegaraan ganda terbatas menimbulkan 

konsekuensi pada anak hasil perkawinan campuran, di mana anak diharuskan 

tunduk pada dua yurisdiksi dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan. 

Status kewarganegaraan ganda diatur di sejumlah pasal dalam UU No. 12 

Tahun 2006, meliputi Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat 

(3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 huruf c, Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 

25 ayat (3), dan Pasal 25 ayat (4), serta Pasal 41.5 

 

2. Negara dan Warga Negara 

Negara diterjemahkan dari bahasa asing, yaitu etat (Prancis), state (Inggris), 

steat (Belanda dan Jerman). Sejumlah pakar mencoba mendefinisikan kata negara. 

Miriam Budiardjo, pakar ilmu politik, merangkum pengertian dari istilah negara 

menurut beberapa ahli, antara lain yaitu:  

1. Roger F. Soltau mengartikan bahwa “Negara adalah alat yang mengendalikan 

persoalan bersama atas nama masyarakat”; 

2. Harold J. Lasky mengartikan bahwa “Negara adalah suatu masyarakat yang 

diintegrasikan, karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang 

secara sah”; dan 

3. Robert M. Maclever mengartikan bahwa “Negara adalah asosiasi yang 

menyelenggarakan penertiban dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem 

hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud 

tersebut diberikan kekuasaan memaksa.”6 

Konvensi Montevidio pada 1993 menyatakan negara dapat dikatakan sebagai 

subjek hukum internasional apabila telah mempunyai unsur-unsur, yaitu 

penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah, dan kemampuan mengadakan 

hubungan dengan negara-negara lainnya. Melihat unsur-unsur negara, maka 

Indonesia masuk dalam kategori suatu negara. Negara Indonesia berdiri pada 17 

Agustus 1945 pada saat Soekarno dan Hatta membacakan proklamasi 

 
4 May Lim Charity. (2016). Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora 

Indonesia. Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, 13 (4), hlm. 809-827 
5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.  
6 https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/27/150000469/pengertian-negara-menurut-para-

ahli?page=all 
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kemerdekaan. Pembacaan proklamasi itu menandakan berdirinya Negara 

Indonesia secara de facto.  

Sementara itu, secara de jure, Negara Indonesia berdiri pada 18 Agustus 1945 

atau pada saat UUD NRI Tahun 1945 lahir. Oleh para pendiri bangsa, Indonesia 

dicita-citakan sebagai suatu negara hukum. Melihat Indonesia sebagai negara 

hukum, maka konsep Negara Hukum, yang harus dijadikan panglima dalam 

dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. 

Penerapan prinsip negara hukum Indonesia berpedoman pada unsur-unsur negara 

hukum secara umum,  

yaitu upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian 

kekuasaan, pelaksanaan kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang 

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya 

peradilan administrasi negara. 

UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia 

mengatur Wilayah Negara, Warga Negara, dan Penduduk serta Hak Asasi 

Manusia. Isu pokok yang menjadi pedoman perkembangan prinsip-prinsip negara 

hukum, yaitu masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi 

manusia. Kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah 

perlindungan terhadap hak-hak sebagai manusia. Jaminan perlindungan dan 

pemenuhan hak warga negara dalam konstitusi telah dicantumkan di UUD NRI 

Tahun 1945. 

 Sejumlah pasal di UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai hak warga 

negara dan kewajiban negara. Pemerintah perlu membuat kebijakan untuk 

mengimplementasikan ketentuan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. 

 

E. Pembahasan 

1. Kasus Posisi 

Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwu Kore (Orient) diketahui 

berstatus warga negara Amerika Serikat (AS). Hal itu terungkap setelah Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur 

menerima surat balasan dari Kedubes Amerika yang membenarkan bahwa Orient 

adalah warga negara Amerika Serikat.  

Berdasarkan informasi, Orient pernah memiliki paspor negara Amerika 

Serikat tanpa melepaskan status kewarganegaraan Indonesia. Terkait hal tersebut, 

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri 

(Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya bersama 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sedang mengkaji 

status kewarganegaraan Orient Terkait masalah kewarganegaraan ganda Orient, 

KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah melaporkan perihal status 

kewarganegaraan Orient kepada KPU Pusat. Dalam laporan tersebut, KPU NTT 

menyebut Orient merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan KPU telah 

mengklarifikasi ke Disdukcapil Kota Kupang.7 

Dalam berita acara klarifikasi bersama dinyatakan bahwa Orient telah tercatat 

 
7 https://www.beritasatu.com/nasional/728507/ini-kronologi-lengkap-terbongkarnya-status-wna-

orient-riwu-kore, diakses 9 Oktober 2021 
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dalam sistem kependudukan sebagai WNI sejak 1997. Menanggapi masalah 

kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Orient, Anggota Komisi I DPR RI, 

Christina Aryani mengungkapkan bahwa kasus serupa pernah terjadi pada mantan 

pejabat publik yaitu Archandra Tahar yang ternyata sempat memiliki 

kewarganegaraan Indonesia dan Amerika Serikat. Menurutnya, selain soal syarat 

administrasi kepemiluan yang saat ini sedang ditangani KPU, Bawaslu dan 

Kementerian Dalam Negeri, kasus Orient ini makin memperjelas betapa 

pentingnya sinergi data dan pengaturan soal kewarganegaraan ganda bagi 

pemerintah.8 
 

2. Analisis aturan yang digunakan pihak penyelenggara pemilu terkait 

pencalonan bupati dengan status kewarganegaraan ganda dalam 

pencalonan bupati ditinjau dari perspektif hukum kewarganegaraan 

Masalah status kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Orient, yaitu 

kewarganegaraan AS dan Indonesia menarik perhatian banyak pihak terlebih 

setelah Orient memenangkan Pilkada pada tahun 2020. Adapun kronologi 

pengungkapan status kewarganegaraan ganda Orient sebagai berikut:  

Pertama, Orient tercatat dalam sistem kependudukan sebagai WNI sejak 1997 

dengan NIK DKI: 0951030710640454 status dalam database sistem 

kependudukan pada tahun 1997 dengan alamat Kelurahan Papanggo, Tanjung 

Priok, Jakarta Utara. Orient mengajukan surat keterangan pindah warga negara 

Indonesia (SKPWNI) pada Juli 2020 dan pada bulan Agustus 2021, Dukcapil 

Jakarta menerbitkan SKPWNI dengan nomor: SKPWNI/3174/03082020/0083 

dari Jakarta Selatan ke Kupang. 

Kedua, pada September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menyurati 

beberapa instansi yakni KPU Kabupaten Sabu Raijua,  

Kepala Kantor Imigrasi Provinsi NTT terkait keabsahan dokumen syarat calon 

dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dan 

permintaan data kewarganegaraannya. Bawaslu juga menyurati Kedutaan Besar 

Amerika Serikat di Jakarta untuk membantu mengecek status kewarganegaraan 

Orient. Pada Januari 2021 Kedutaan Besar Amerika Serikat memberikan 

keterangan melalui email pribadi Ketua Bawaslu yang menyatakan bahwa Orient 

Patriot Riwu adalah benar warga negara Amerika Serikat. Selanjutnya Bawaslu 

Kabupaten Sabu Raijua melaporkan kepada Bawaslu Provinsi NTT dan Kepada 

Bawaslu RI terkait surat balasan Kedutaan Besar Amerika Serikat tersebut dan 

memastikan kebenaran Surat yang dikirimkan oleh Kedutaan Besar Amerika 

Serikat tersebut adalah benar data dari Orient Patriot Riwu Kore. 

Terkait status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient, Bawaslu 2 

Kabupaten Sabu Raijua pada Februari 2021 mengirim surat kepada Sekretaris 

Jenderal Kementerian Luar Negeri, Dirjen Protokol dan Konsuler, Dirjen Amerika 

dan Eropa, Perihal informasi keabsahan surat yang menjelaskan status 

 
8 Chelsea Chesy Bernanda. (2020). Pemberian Kewarganegaraan Indonesia terhadap Archandra 

Tahar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia. 
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kewarganegaraan Orient. Selanjutnya Bawaslu mengirim surat kepada KPU RI 

untuk melakukan penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih 

Kabupaten Sabu Raijua dan melakukan tindak lanjut atas terbitnya surat yang 

dikeluarkan Kedutaan Besar Amerika bedasarkan kewenangan KPU. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 

Tahun 1945) sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur 

warga negara dan penduduk. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 

1945 mengatur bahwa: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa 

Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-

Undang sebagai warga negara.” 

Terkait status kewarganegaraan, Indonesia menganut prinsip 

kewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) 

UndangUndang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU 

Kewarganegaraan) yang memberikan kewarganegaraan ganda terbatas kepada 

anak-anak hasil perkawinan campuran sampai berusia 18 tahun atau sudah 

menikah. Setelah itu, seseorang dapat memilih salah satu warga negara untuk 

menjadi kewarganegaraannya. 

Selama memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, anak hasil perkawinan 

campuran tunduk kepada dua yurisdiksi kewarganegaraan orang tua. Berdasarkan 

ketentuan di atas, Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau 

bipatride dan tanpa kewarganegaraan atau apatride. UU Kewarganegaraan 

mengatur status kewarganegaraan ganda terbatas hanya untuk anak-anak hasil 

perkawinan campuran sampai berusia 18 tahun atau sudah menikah. Dengan 

demikian status kewarganegaraan ganda yang dimiliki bupati terpilih Orient 

bertentangan dengan UU Kewarganegaraan sebagaimana terdapat dalam pasal 6 

ayat (1) UU Kewarganegaraan.9 

Sementara, apabila seorang WNI memiliki kewarganegaraan lain, statusnya 

sebagai WNI akan hilang sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah 

No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan 

Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesiapada Pasal 31 ayat 

(1) huruf g dan dalam UU Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 pada Pasal 23 

huruf h UU Kewarganegaraan, yang menyatakan bahwa salah satu hal yang 

membuat seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya adalah karena 

mempunyai paspor atau surat bersifat paspor dari negara asing atau surat sebagai 

tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.10 

Berdasarkan Pasal 23 tersebut, status kewarganegaraan Amerika Serikat yang 

masih dimiliki Orient akan membuat Orient kehilangan kewarganegaraan. Oleh 

karena itu, Orient harus melepaskan status kewarganegaraan Amerika Serikat 

apabila memilih menjadi warga negara Indonesia. Selain itu, persoalan 

kewarganegaraan ganda Orient menunjukkan lemahnya sistem kependudukan di 

 
9 Leonora Bakarbessy & Sri Handajani. (2012). Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan 

Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional. Perspektif: Kajian Masalah 

Hukum dan Pembangunan, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 17 (1), hlm. 1-9. 
10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, 

Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4676). 
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Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem data, 

 

kependudukan. Dengan demikian, permasalahan kewarganegaraan ganda bupati 

terpilih Orient tidak hanya soal penyelenggaraan pemilu, namun juga terkait 

persoalan administrasi kependudukan.  

Terkait masalah kewarganegaraan ganda bupati terpilih Orient, Ketua Komisi 

II  DPR RI,  Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai, penyelenggara pemilu baik 

yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu, telah kecolongan dengan 

terungkapnya status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih Orient yang 

ternyata berkewarganegaraan Amerika Serikat. Doli mengatakan, kejadian 

tersebut harus didalami apakah memang terjadi karena ada kelalaian dari pihak 

penyelenggara pemilu atau ada tindak pidana penipuan yang dilakukan Orient. 

Oleh karena itu, Ketua Komisi II DPR RI perlu mendorong KPU dan Bawaslu 

untuk mengkaji secara mendalam sesuai dengan aturan yang berlaku dalam 

penyelesaian permasalahan kewarganegaraan ganda Orient tersebut. Selain itu, 

Ketua Komisi II DPR RI menyarankan agar Orient digugurkan sebagai Bupati 

Sabu Raijua terpilih dan menjadikan calon bupati yang meraih suara terbanyak 

kedua sebagai calon bupati terpilih agar tidak perlu mengulang penyelenggaraan 

Pilkada. Di samping itu, Ketua Komisi II DPR RI juga menyayangkan Kedutaan 

Besar Amerika Serikat yang baru memberi penjelasan terkait kewarganegaraan 

Orient setelah rangkaian Pilkada tuntas. 

Adapun upaya penyelesaian yang dapat dilakukan terkait kewarganegaraan 

ganda yang dimiliki Orient adalah:  

Pertama, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM segera 

menerbitkan Surat Keputusan (SK) kehilangan kewarganegaraan sebagaimana 

dinyatakan dalam Pasal 23 huruf h UU Kewarganegaraan karena Orient masih 

menjadi warga negara Amerika Serikat.  

Kedua, Pasal 7 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada (UU Pilkada) 

sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa setiap 

warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai 

kepala daerah. Terkait kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient, apabila 

berstatus warga negara AS maka gugur dengan sendirinya.  

Namun UU Pilkada juga memiliki kelemahan di mana dalam Pasal 7 ayat (2) 

terkait persyaratan calon kepala daerah memang tidak mencantumkan secara tegas 

bahwa yang menjadi calon kepala daerah adalah warga negara Indonesia. Penutup 

Status ke warga. 

 

F. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Dari uraian hasil dan pembahasan dalam kajian di atas, maka penulis dapat 

merumuskan bahwa status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Bupati terpilih 

Orient mengakibatkan Orient terancam kehilangan statusnya sebagai WNI. Lebih 

lanjut hal tersebut dapat menyebabkan hak-hak politik Orient menjadi gugur. 

Karenanya Orient harus melepaskan status kewarganegaraan Amerika Serikat 

apabila ingin menjadi WNI. 
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2. Saran 

Pemerintah dan DPR RI perlu melakukan revisi terhadap UU Pilkada, 

khususnya terkait dengan persyaratan calon kepala daerah agar ke depan masalah 

status kewarganegaraan ganda dalam pemilihan kepala daerah tidak terjadi lagi. 

Selain itu, Pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran UU 

Kewarganegaraan khususnya terkait kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient. 
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